
 

 

 

REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 

TINDAK PIDANA CHILD GROOMING 

 

 

SKRIPSI 

 

 
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana 

Hukum (S.H) 

 

 

HANNA FITRI RAZIAH 

20190090031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

SUKABUMI 

AGUSTUS 2023 
 

 

i 



 

 

 



 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In Indonesia, child care is still relatively unknown and rarely discussed. Media-based crimes, such 

as sending sexy images, sexy videos, sexy messages, and erotic audio are examples of criminal 

activities that develop using social media platforms. The aim of this research is to determine the 

regulations for child grooming crimes in Indonesia and to carry out an analysis of the 

reformulation of law enforcement regarding child grooming crimes. Researchers use normative 

juridical methods to answer how child grooming regulations are in Indonesia and the 

reformulation of law enforcement regarding child grooming crimes. The research results show 

that in Indonesia, child care legal regulations are still inadequate and unable to overcome new 

crimes emerging from social media. In order to ensure the safety of the nation's future generations, 

the Honorable Mr President Jokowi Dodo must issue a Perpu (Government Regulation in Lieu of 

Law). 

Keywords: Child Grooming, Law Enforcement, Social Media. 
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ABSTRAK 

Di Indonesia, child grooming masih relatif tidak dikenal dan jarang dibahas. Kejahatan berbasis 

media, seperti pengiriman gambar seksual, video seksual, pesan seksual, dan audio erotis adalah 

contoh aktivitas kejahatan yang berkembang menggunakan flatrom media sosial. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan kejahatan child grooming di Indonesia serta 

melakukan analisis terhadap reformulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana child 

grooming. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab bagaimana peraturan 

child grooming di Indonesia dan reformulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana child 

grooming. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, peraturan hukum child grooming 

masih belum memadai dan belum mampu mengatasi kejahatan baru yang muncul dari media 

sosial. Demi menjamin keselamatan generasi penerus bangsa, Yang Terhormat Bapak Presiden 

Jokowi Dodo harus mengelurakan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). 

Kata Kunci: Child Grooming, Penegakan Hukum, Media Sosial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Adanya Revolusi Industri Keempat (4.0), masyarakat semakin terbiasa 

menggunakan teknologi dan internet. Internet kini menjadi aspek yang 

lumrah dalam budaya modern, generasi muda sudah terbiasa dan aktif 

menggunakannya. Kemajuan teknologi yang pesat dan meluasnya pengguna 

media sosial menyebabkan peningkatan jumlah kejahatan yang berbeda, yang 

mengakibatkan jenis-jenis kejahatan baru menjadi lebih beragam dan meluas. 

Salah satu kejahatan di media sosial yang terus berkembang, baik dari segi 

modus operandi1 maupun kejahatannya, adalah child grooming. 

Di Indonesia, child grooming masih relatif tidak dikenal dan jarang 

dibahas. Kejahatan dengan modus operasi berbasis internet, seperti 

pengiriman gambar seksual, video seksual, pesan seksual, dan audio erotis 

adalah contoh aktivitas kejahatan yang berkembang menggunakan flatrom 

media sosial. Menurut National Center for Missing and Exploited Children 

(NCMEC), terdapat 4,2 juta insiden eksploitasi anak, termasuk child 

grooming, di Indonesia pada tahun 2020.2 Begitu pula menurut data Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 859 kejadian pelanggaran 

 

 

 

1 Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari 

seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya 
2 Faorick Pakpahan, "Hindari Grooming dan Cyberbullying, Orang Tua Wajib Awasi Anak Gunakan 

Medsos" https://nasional.sindonews.com/read/87032/15/hindari-grooming-dan-cyberbullying 

orang-tua-wajib-awasi-anak-gunakan-medsos-1593583633, diunduh pada Jum'at 17 Maret 2023, 

pukul 07.01 Wib 
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grooming anak di Indonesia pada tahun 2021.3 Apalagi, informasi yang 

dihimpun pada tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Kemenpppa) melalui Sistem Informasi Perlindungan 

Anak (SIPPA) menunjukkan bahwa anak di bawah umur antara 13 dan 17 

tahun merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kejahatan 

seksual.4
 

Berdasarkan statistik di atas, menunjukan bahwa kejahatan di media 

sosial terus meningkat, dan akan ada konsekuensi serius jika tumbuh 

kembang anak di masa depan tidak dilindungi dengan baik. Konsekuensi dari 

jejak digital dapat seumur hidup dan tidak dapat dihapus, di mana bisa 

menyebabkan masalah baru di masa depan anak. Salah satu kejadian yang 

terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penggunaan aplikasi game online 

yang populer di kalangan anak-anak. Tujuannya untuk bertukar nomor 

telepon, lalu memanfaatkan percakapan video untuk memaksa korban 

melakukan tindakan seksual. Setelah selesai, pelaku mencatat interaksi yang 

akan digunakan terhadap korban di masa depan.5 Pada 25 Juni 2019, Anggi 

Aulia Prakras alias AAP alias Prasetya Devano, 27, seorang sopir taksi online, 

ditahan. Atas laporan salah satu orang tua korban ke polisi, pelaku 

diamankan. Berdasarkan penyelidikan, pelaku menggunakan aplikasi game 

 

 

3 Nadia Rezkina Dilla, Ufran, 2023 "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming 

di Indonesia" Jurnal Indonesia Budaya, Vol.4, No.1, hlm.384 
4 Formas Juitan Lase, Grescyel weltya, Ima Sarinita, Arviani Nerissa, 2022, "Edukasi Bahaya Child 

Grooming kepada Anak di Bawah Umur" Jurnal Comunita Servizio, Vol.3, No.2, hlm. 927 
5 Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, Yonna Beatrix Salamor, 2020, "Child 

Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring" Jurnal 

Sasi, Vol.26, No.4, hlm. 495 
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internet Hago untuk diam-diam merekam tindakan seksual dengan seorang 

anak dibawah umur. 

Besarnya dampak dari bahaya child grooming, penting untuk 

menegakan hukum guna melindungi anak-anak. Modus operasi child 

grooming yang masih belum familiyar dikalangan masyarakat Indonesia dan 

kurangnya pemahaman akan perkembangan kejahatan seksual yang secara 

masif dilakukan melalui media sosial, mencerminkan masalah baru yang 

timbul dari teknologi. Mengingat bahwa anak-anak adalah target utama dari 

modus operasinya, maka sangat menarik dan penting untuk dikaji fenomena 

dan fakta ini lebih lanjut, terutama dari sudut pandang penegakan hukum. 

Mengingat sasaran utama dari modus operasi ini adalah anak-anak, maka 

fenomena dan fakta ini menjadi hal menarik dan penting untuk dikaji lebih 

lanjut, terutama dari sisi implikasi penegakan hukum. Oleh karena itu maka 

peneliti mengambil judul skripsi tentang REFORMULASI PENEGAKAN 

HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CHILD GROOMING. 

B. Identifikasi Masalah 

 

1. Bagaimana peraturan kejahatan child grooming di Indonesia? 

 

2. Bagaimana reformulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana child 

grooming? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan kejahatan child grooming 

di Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui serta melakukan analisis terhadap reformulasi 

penegakan hukum terhadap tindak pidana child grooming. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara Teoritis 

 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita 

mengenai hukum pidana, khususnya terkait dengan pelanggaran seksual 

yang dilakukan di media sosial dengan modus operandi child grooming. 

2. Secara Praktis 

 

a. Bagi Aparat Penegak Hukum 

 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum 

Indonesia dalam menangani kejadian kejahatan seksual termasuk 

kejahatan child grooming. 

b. Bagi Masyarakat 

 

Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memperluas 

pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran seksual termasuk 

modus operandi child grooming, namun juga meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan risiko signifikan yang terkait dengan 

kejahatan tersebut. 

E. Kerangka Pemikiran 

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam 

identifikasi masalah di atas, peneliti menggunakan dua landasan, yaitu konsep 

perlindungan anak dan teori efektivitas hukum. 

1. Konsep Perlindungan Anak 
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Meningkatnya insiden pengungkapan seksual pada anak 

kemudian dieksploitasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), eksploitasi mempunyai arti memanfaatkan hasil karya orang 

lain untuk kepentingan diri sendiri, menyiapkan sesuatu untuk orang 

lain, dan memeras orang lain yang semuanya merupakan perbuatan 

tercela.6 Adapun yang dimaksud eksploitasi anak oleh orangtua adalah 

ketika orang tua atau orang dewasa lainnya melakukan, mengizinkan, 

melaksanakan, memberi perintah untuk melaksanakan, atau mengambil 

bagian dalam eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.7
 

Perlindungan anak mencakup segala upaya yang bertujuan untuk 

menjamin dan melindungi hak-hak anak, memungkinkan mereka untuk 

berpartisipasi, tumbuh, dan hidup semaksimal mungkin sesuai dengan 

martabat kemanusiaan, sekaligus terlindung dari prasangka dan 

kekerasan.8 Pengertian perlindungan yang diejawantahkan oleh 

Wiyono dalam bukunya “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia” 

adalah suatu pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak 

hukum dan keamanan dalam rangka memberikan rasa aman secara 

psikis dan fisik kepada masyarakat.9 Oleh karena itu, ketika berada 

dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertugas 

 

 

6 Suharso, Renoningsih Anna. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, (Semarang: IV Widya 

Karya), hlm. 279 
7 Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlundungan Anak 
8 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
9 Wiyono, “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), hlm. 98 
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mengasuhnya, setiap anak berhak dilindungi dari prasangka, eksploitasi 

ekonomi dan seksual, penahanan, kekejaman, kekerasan, dan 

pelecehan, ketidakadilan, dan lainnya. pengobatan yang tidak tepat. 

masa kecilnya.10
 

Anak-anak seyogyanya akan mewakili masa depan negara dan 

pemimpin-pemimpin masa depan, maka sudah sewajarnya jika mereka 

dijaga keberadaannya, mengingat mereka masih muda dan lemah 

secara intelektual dan fisik. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang 

sering dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak, telah diratifikasi dan 

diadopsi sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia pada tanggal 25 

Agustus 1990, ketika Keputusan Presiden Nomor 36 tentang 

“Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak” sebagai bagian hukum 

nasional Indonesia11 sehingga, penandatanganan ini menunjukkan 

pengakuan formal Indonesia terhadap hak-hak anak, komitmen teguh 

Indonesia terhadap perlindungan anak, dan implementasi tujuan-tujuan 

tersebut sesuai dengan persyaratan KHA. Namun, secara empiris, 

berbagai pelanggaran hak anak masih sering terjadi bahkan 21 tahun 

setelah Undang-Undang tersebut disahkan, baik yang dilakukan oleh 

negara, masyarakat, maupun keluarga. Pemahaman dan eksploitasi 

seksual terhadap anak di bawah umur melalui penggunaan media sosial 

dan internet merupakan salah satu contoh yang terjadi saat ini. 

 

10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 ayat (13) 
11 Lukman Hakim Nainggolan, 2005, "Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak," Jurnal 

Equality, Vol.10, No.2, hlm. 83 
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Menurut Arif Gosita, ada beberapa faktor terkait perlindungan 

anak yang perlu diperhatikan terkait kebutuhan anak, seperti: 

1. Perlindungan yang luas 

 

a. Perlindungan dasar antara lain mencakup hal-hal seperti pangan, 

sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan hukum. 

b. Terdiri dari benda material dan spiritual. 

 

c. Sehubungan dengan pembagian tuntutan ke dalam kategori 

utama dan sekunder, yang mempengaruhi urutan 

pemenuhannya. 

2. Kepastian pelaksanaan proteksi 

 

a. Tentu saja, untuk mendapatkan hasil terbaik, jaminan atas 

pelaksanaan kegiatan perlindungan harus diberikan, dan 

jaminan tersebut harus dirasakan dan diakui oleh pihak-pihak 

yang berpartisipasi dalam operasi perlindungan. 

b. Mengutip jaminan tersebut yang tertuang dalam suatu aturan 

tertulis, baik berupa Undang-Undang maupun peraturan daerah, 

yang penerapannya bersifat lugas, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan merata di seluruh lapisan 

masyarakat. 

c. Peraturan harus dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan di 

Indonesia  dengan  tetap  mempertimbangkan  tindakan 



8 
 

 

 

 

 

 

perlindungan yang digunakan di negara lain yang memerlukan 

pemikiran dan peniruan yang cermat (peniruan kritis).12
 

Dalam hal ini "critical imitation" merujuk pada pendekatan yang 

bijak dalam mengadopsi praktik-praktik perlindungan anak dari negara 

lain berarti memahami konteks dan alasan mengapa praktik tersebut 

berhasil di negara asal, dan bukan hanya menirunya secara mekanis. 

Dengan pemahaman ini, penyesuaian dapat dilakukan agar sesuai 

dengan kebutuhan, nilai-nilai budaya, dan institusi di Indonesia. 

Dengan demikian, konsep perlindungan anak harus tetap dipertahankan 

tanpa ada celah sedikit pun yang dapat menggerogoti. Partisipasi penuh, 

perhatian dan kebijakan yang mendesak akan sangatlah dibutuhkan. 

Sebanding dengan penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM), Pasal 58, yang menyatakan: 

a. Selama dalam tahanan orang tua, wali, atau pengasuh lainnya, setiap 

anak mempunyai hak hukum untuk dilindungi dari segala macam 

kekerasan fisik atau mental, penahanan, penganiayaan, dan ide-ide 

seksual. 

b. Hukuman harus diberatkan jika orang tua, wali, atau orang dewasa 

yang mengasuh anak lainnya melakukan segala jenis penganiayaan 

fisik atau mental, pemenjaraan, penganiayaan, atau pelecehan 

 

12 Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin al-Fatih, 2019, “Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai 

Bentuk Perlindungan Hukum Terhada Anak di Indonesia,” Justitia Jurnal Hukum, Vol.3, No.2, hlm. 

312 
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seksual, termasuk penipuan, terhadap anak-anak yang seharusnya 

dilindungi.13
 

2. Teori Efektivitas Hukum 

 

Efisiensi Undang-Undang yang menjembatani dalam hal 

legitimasi hukum harus diperhitungkan mengingat bahwa Undang 

Undang terkadang tidak berhasil dalam praktik yang sebenarnya. 

Masyarakat akan merasa lebih benar memperoleh manfaat, dan lebih 

yakin, jika peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum 

diselaraskan dengan baik. Aspek penting yang tidak dapat dipisahkan 

dari persoalaan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam 

masyarakat, adalah masalah penegakan hukum yang efektif. 

Soerjono Soekanto menguraikan lima faktor dalam bukunya 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” yang dapat 

mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya penegakan hukum: faktor 

hukum, faktor-faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum, faktor 

fasilitas dan kemudahan, faktor komunitas, dan faktor budaya. Faktor 

tersebut tentunya merupakan konsep yang sangat penting yang 

mempengaruhi efektif tidaknya penegakan hukum dalam suatu 

masyarakat. Menurut pernyataan Lawrence M. Friedman dalam “The 

Legal System: A Social Science Perspective”, ia telah menetapkan tiga 

 

 

 

 

 

 

13 Pasal 58 UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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indikator. Struktur hukum, muatan hukum, dan budaya hukum, yang 

berfungsi sebagai standar evaluasi penegakan hukum di masyarakat.14
 

Lawrence sependapat dengan Soerjono terkait efektivitas 

penegakan hukum di masyarakat, meski hanya membahas tiga unsur. 

Sederhananya, Lawrence mereduksinya menjadi tiga elemen dalam 

kasus ini. Sejauh mana penegakan hukum beroperasi di suatu 

komunitas atau negara ditentukan oleh interaksi ketiga elemen tersebut 

satu sama lain. Untuk menjawab permasalahan kedua, peneliti dalam 

penelitian ini akan menerapkan teori khasiat hukum Lawrence M. 

Friedman sebagai alat analisis. 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah pendekatan terorganisir dalam melaksanakan 

penelitian dan memberikan arahan tentang cara melaksanakan penelitian, 

termasuk tindakan yang diperlukan untuk mengumpulkan data, memeriksa 

informasi, dan membuat kesimpulan. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan 

bahwa “Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan kaidah-kaidah 

hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab 

permasalahan hukum yang dihadapi.”15
 

Kajian hukum normatif yang sering disebut dengan penelitian hukum 

doktrinal adalah penelitian hukum yang sejenis. Menurut Peter Mahmud 

Marzuki,  penelitian  hukum  normatif/doktrinal  mempunyai  makna 

 

14 Lawrence M. Friedman, “Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System a Social Science 

Perspective),” Bandung: Nusa media, 2009, hlm. 17 
15 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram NTB: Mataram University Press 2020, hlm. 

47 
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memberikan penjelasan secara metodis terhadap peraturan-peraturan yang 

mengatur suatu kategori hukum tertentu; mengkaji hubungan antar peraturan 

itu memperjelas area abu-abu dan bahkan mungkin memperkirakan 

perkembangan di masa depan.16
 

Penelitian hukum normatif, kadang disebut penelitian dokumen atau 

kepustakaan, kadang juga disebut penelitian hukum doktrinal. karena 

Undang-Undang tertulis dan dokumen hukum lainnya adalah satu-satunya 

sumber yang digunakan untuk pelaksanaan atau penayangan penelitian ini.17 

Berdasarkan pemahaman beberapa prinsip metodologi penelitian hukum, 

maka metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Spesifikasi Penelitian 

 

Karena fokusnya pada identifikasi norma-norma hukum, doktrin 

hukum, dan asas-asas hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

hukum yang diangkat dalam pembahasan permasalahan, maka jenis 

kajian ini bersifat normatif. Dalam kajian hukum semacam ini, hukum 

sering kali dipandang sebagai apa yang dinyatakan dalam peraturan 

perundang-undangan atau sebagai standar atau pedoman yang menjadi 

pedoman bagi tingkah laku manusia yang dapat diterima.18
 

2. Metode Pendekatan 
 

 

 

16 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 

32 
17 Ibid, hlm, 35 
18 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum,” Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006, hlm.118 
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a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

 

Strategi regulasi-legislatif digunakan untuk mengkaji setiap Undang- 

Undang yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Menelaah 

apakah Undang-Undang selaras atau konsisten satu sama lain dapat 

dilakukan dengan pendekatan hukum.19
 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

 

Cara pandang dan teori yang muncul dalam ilmu hukum dan prinsip- 

prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan saat ini tidak diikuti 

dengan pendekatan berbasis konteks.20
 

c. Pendekatan Komparasi (Comparrative Approach) 

 

Pendekatan komparatif merupakan suatu cara untuk membandingkan 

informasi guna mendapatkan wawasan yang segar. Membandingkan 

dua konsep atau lebih untuk mencari persamaan disebut perbandingan 

dalam bahasa Inggris.21
 

3. Tahap Penelitian 

 

a. Tahap persiapan di mana peneliti menciptakan strategi penelitian 

penelitian. Fase ini berfokus pada penelitian yang akan dilakukan di 

untuk ke depan. 

 

 

 

 

 

 

19 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” Jakarta,Pranada Media Group, 2005, hlm. 80 
20 Johnny Ibrahim, “Teori dan Motodologi Penelitian Hukum Normatif,” Bayu Media Publishing, 

Malang, 2008, hlm. 93 
21 Nur Rokhimah Hanik, Sri Harsono, 2020, "Implementasi Model Pembelajaran Komparasi yang 

Diintegrasikan dengan Pendekatan Kolaboratif Ditinjau dari Kemampuan Analisis Mahasiswa," 

Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol.4, No.2, hlm. 117 
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b. Tahap Penelitian, Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen 

hukum primer, sekunder, dan tersier serta mempelajari literatur dan 

dokumen dari perpustakaan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Sistem kartu digunakan untuk pengumpulan bahan hukum primer 

dan sekunder. Pendekatan ini dipilih untuk mempermudah pemeriksaan 

dokumen hukum. Penulis mencatat ulang informasi yang diperlukan 

untuk konten tersier. Sedangkan penyimpanan data barang legal dari 

media online dilakukan dengan menyimpan file setiap website yang 

memiliki konten yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar meski tidak 

terkoneksi dengan jaringan internet, materi dapat segera diakses kembali 

kapan pun diperlukan. 

a. Bahan Hukum Primer 

 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 

5. Undang-Undang Pelanggaran Seksual Tahun 2023 (Sexual 

Offences Act 2003) 

6. Undang-Undang Bujukan Federal (Pasal 2422 KUHP Amerika 

Serikat) 

7. Undang-Undang Pelanggaran Seksual Terhadap Anak-anak 

Tahun 2017 (UU 792) 

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 

Transaksi Elektronik 

5. Alat Pengumpulan Data 

 

Karena penelitian hukum normatif merupakan metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini, maka logbook atau catatan hasil 

telaah dokumen digunakan sebagai sumber data. 

6. Analisis Data 

 

Setelah mengumpulkan sumber-sumber hukum sebagaimana 

dimaksud pada butir (5) di atas, dilakukan analisis yang diawali dengan 

peninjauan terhadap definisi dan standar hukum. Metode ini digunakan 

untuk mengetahui secara menyeluruh ketentuan beberapa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penitipan 

anak di Indonesia. Setelah pengumpulan data dan dokumen hukum, 

langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yang melibatkan 

pengelolaan data untuk memastikan bahwa data tersebut disusun secara 
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koheren dan memudahkan analisis oleh peneliti. Alhasil, peneliti 

akhirnya mengolah data setelah mengumpulkannya. Langkah-langkah 

berikut termasuk dalam pengolahan data, kompilasi data, verifikasi data, 

kategorisasi data, dan sistematisasi. Pengklasifikasian data melibatkan 

pengorganisasian informasi dan dokumen hukum yang dikumpulkan ke 

dalam kelompok-kelompok yang sesuai atau dianggap mewakili gejala 

atau peristiwa hukum yang serupa. Data yang dikumpulkan primer dan 

sekunder, diolah, diperiksa, dan ditarik kesimpulan. Hasilnya kemudian 

disajikan dalam gaya deskriptif yang mudah dimengerti. Teknik ini 

tentunya memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan mengenai 

skripsi yang sedang di teliti. 

7. Jadwal Penelitian 

 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dengan alokasi 

waktu mulai bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. 

G. Sistematika Penelitian dan Outine 

 

Terdapat lima bab dalam skripsi ini dan masing-masing bab 

mempunyai banyak sub bab. Proses-proses yang terlibat dalam penyusunan 

tesis ini diuraikan di bawah ini, yang dapat digunakan sebagai bantuan 

penelitian dan penulisan. 

Bab yang menjadi pedoman pengembangan skripsi ini adalah Bab I, 

Pendahuluan. Bab ini menjelaskan: A) Identifikasi Masalah, yaitu 

mengidentifikasi permasalahan utama yang akan menjadi bahan pembahasan 

dalam penelitian dan penulisan tesis. B) Latar Belakang Masalah, yaitu 
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mengidentifikasi permasalahan utama yang akan menjadi bahan pembahasan 

dalam penelitian dan penulisan tesis. C) Tujuan Penelitian, yaitu 

mengidentifikasi permasalahan utama yang akan menjadi bahan pembahasan 

dalam penelitian dan penulisan skripsi. D) Kegunaan penelitian, yaitu 

rangkuman alasan dilakukannya penelitian serta maksud dan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini. F) Metode Penelitian, yaitu 

uraian tentang sifat penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi uraian 

tentang bentuk dan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan 

hukum yang digunakan, metode analisis, serta kerangka penelitian dan 

penulisan itu sendiri. E) Kerangka Pemikiran, yaitu pernyataan prinsip- 

prinsip dasar dan terminologi yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini. 

G) Sistematika penulisan, menggambarkan alur ide dan temuan penelitian 

yang ditulis dalam skripsi ini; bahan dan teknik yang digunakan harus dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Setelah penjelasan tentang bagaimana gagasan perlindungan anak dan 

reformasi hukum pidana digunakan sebagai kerangka teoritis untuk 

mengatasi kesulitan yang disajikan dalam mengidentifikasi masalah satu dan 

dua, Bab II menawarkan tinjauan dasar mengenai penyangkalan anak sebagai 

salah satu bentuk kejahatan di media sosial. 

Tinjauan komprehensif mengenai pelanggaran child grooming di 

Amerika Serikat, Malaysia, dan Inggris diberikan pada Bab III. Bab ini 

mencakup informasi penting yang harus dicari dan digunakan sebagai peta 
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jalan untuk mengatasi rumusan masalah pertama, yang dibahas dalam bab 

empat. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana 

grooming anak di Indonesia diuraikan pada Bab IV. Kemudian dibahas 

reformulasi penegakan hukum terkait pelanggaran pengasuhan anak. Solusi 

dari hasil permasalahan pertama dan kedua dibahas dalam bab ini. 

Kesimpulan dalam penelitian ini akan disajikan pada Bab V yang 

merupakan bab penutup dan penutup. Selain itu, sejumlah rekomendasi dan 

usulan juga disampaikan berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

 

1. Child grooming adalah fenomena yang sedang berkembang di Indonesia, 

dan merupakan bentuk dari eksploitasi seksual terhadap anak melalui 

media sosial. Anak-anak rentan terhadap pelecehan seksual dan 

pelakunya sering kali adalah orang terdekat korban. Di Indonesia, 

peraturan hukum child grooming masih belum memadai dan belum 

mampu mengatasi kejahatan baru yang muncul dari media sosial. Selain 

hanya mengatur sebatas kejahatan yang bersifat konvensional, 

implementasi Undang-Undang saat ini masih kurang optimal. Oleh 

karena itu, peraturan peraturan tersebut sudah sangat usang dan tidak 

mengikuti perkembangan zaman. 

2. Kurangnya peraturan hukum yang memadai dapat mempersulit 

penegakan hukum untuk menegakkan hukum. Terbatasnya peraturan 

terkait pelanggaran child grooming, penegakan hukum menjadi kurang 

efektif dan upaya-upaya sangat diperlukan untuk meningkatkan 

peraturan hukum terkait pelanggaran child grooming dan memastikan 

penegakan hukum yang efektif. 

A. Saran 

Berpijak pada hasil kesimpulan di atas, peneliti dapat 

merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 
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1. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan hukum Indonesia 

yang berlaku saat ini mengenai child grooming untuk melindungi hak- 

hak anak Indonesia dalam rangka meningkatkan efisiensi, 

menyelaraskan hukuman, dan merespon tren kejahatan yang dinamis. 

Dalam menyikapi hal tersebut, mengingat dan menimbang urgensi dan 

segala bahaya dari child grooming yang sudah merajalela di Indonesia, 

menjadi khawatir akan banyaknya korban yang selanjutnya berjatuhan. 

Demi menjamin keselamatan generasi penerus bangsa, Yang Terhormat 

Bapak Presiden Jokowi Dodo harus mengelurakan Perpu (Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang). 

2. Sebagai saran kepada legislatif, saya merekomendasikan untuk segera 

memperbarui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 

Transaksi Elektronik, khususnya yang berkaitan dengan child grooming. 

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kejahatan seksual dan 

kecenderungan menganggap seks sebagai hal yang tabu telah 

menyebabkan peningkatan kasus child grooming. Oleh karena itu, untuk 

meminimalisir peningkatan kasus, masyarakat umum terutama anak- 

anak dan orang tua, perlu diedukasi mengenai child grooming sebagai 

bentuk kejahatan baru dari kejahatan seksual yang difasilitasi oleh media 

sosial. Untuk memastikan bahwa penegakan hukum terkait child 

grooming efektif dan tepat, masyarakat modern dewasa ini harus 

menyadari dan memiliki pengetahuan tentang kejahatan child grooming. 
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